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1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 1997, krisis ekonomi menimpa negara-negara di Asia. Berawal dari
krisis ekonomi yang dialami negara Thailand yang sedang mengembangkan mata
uangnya dengan meningkatkan ekspor. Namun Thailand gagal dalam rencananya
yang disebabkan oleh besarnya utang kepada luar negeri, dimana hal tersebut
berdampak pada turunnya nilai tukar mata uang Thailand (Bath). Krisis ekonomi
ini disebabkan karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan
jangkarnya ke dolar. Selain Thailand terdapat beberapa negara lain yang terkena
dampak krisis ekonomi akibat menurunnya nilai mata uang diantaranya negara
Korea Selatan, Malaysia, Laos, Hongkong dan juga Indonesia. Oleh karena hal
tersebut pemerintah pusat harus mendelegasikan sebagian wewenangnya dalam
hal pengelolaan keuangan kepada daerah.

Pendelegasian sebagian wewenang dalam pengelolaan keuangan kepada
daerah ditandai dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari
sentralisasi ke desentralisasi, perubahan tersebut mendorong diberlakukannya
otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
selanjutnya direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian
direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah dapat
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan.

Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang
pertama adalah tantangan bagi Pemerintah daerah, yang kedua adalah peluang
bagi Pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut
diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan
pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana

publik (public service). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan



secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta
pembiayaannya. Peluangnya setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus
dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Peraturan Pemerintah No. 105/2000 memberikan penegasan bahwa
daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam
belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan
daerah. Pengalokasian sumberdaya dalam APBD ini, setiap pemerintah daerah
bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga
legislatif, terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS) sebagai panduan (guidance).
KUA dan PPAS merupakan perwujudan dari hasil penjaringan aspirasi
masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka
pendek (tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan kebijakan jangka panjang (10
tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran belanja modal dalam
APBD bertujuan untuk menambah aset tetap daerah. Peningkatan belanja modal
dalam bentuk aset tetap seperti peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk
meningkatkan produktivitas perekonomian karena dengan semakin besar belanja
modal, maka akan semakin besar juga potensi untuk meningkatkan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada kemandirian daerah.

Penerimaan pemerintah daerah harusnya digunakan untuk mendanai
program-program pelayanan publik dan pemda harus memanfaat penerimaan
tersebut untuk melakukan belanja-belanja yang bersifat lebih produktif contohnya
aktivitas pembangunan. Namun pada kenyataannya pemerimaan pemda belum
sepenuhnya digunakan untuk belanja yang produktif karena masih tingginya
kontribusi belanja pegawai dibandingankan belanja modal. Hal ini dapat kita lihat
pada tabel kontribusi belanja pemerintah provinsi seluruh indonesia selama tahun
2014-2018 sebagai berikut :



Tabel 1.1
Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis
Belanja (persen) Tahun 2014-2018

No. Jenis Belanja 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG| 56,42 | 57,95 | 59,80 | 60,75 | 60,89

1 Belanja Pegawai 14,10 | 15,71 | 15,69 | 23,61 | 24,57
2 Belanja Bunga 0,02 0,03 | 0,02 0,02 0,02
3 Belanja Subsidi 0,01 0,28 | 0,36 0,48 0,88
4 Belanja Hibah 15,05 | 16,17 | 20,38 | 15,25 | 15,91
5 Belanja Bantuan Sosial 0,75 1,23 1,29 1,35 1,52
6 Belanja Bagi Hasil 14,52 | 13,28 | 13,53 | 13,03 | 12,54
7 Belanja Bantuan Keuangan 11,89 | 11,22 8,51 6,95 5,41
8 Pengeluaran Tidak Terduga 0,08 0,03 | 0,02 0,06 0,04
B. BELANJA LANGSUNG 43,58 | 42,05 | 40,20 | 39,25 | 39,11

1 Belanja Pegawai 3,29 2,6 2,79 2,72 1,79
2 Belanja Barang dan Jasa 23,49 | 21,17 | 20,46 | 21,11 | 21,54
Belanja Modal 16,80 | 18,28 | 16,95 | 15,42 | 15,78
JUMLAH/TOTAL 100 100 100 100 100

Sumber : website resmi Badan Pusat Statistik (Www.bps.go.id)

Belanja modal digunakan dalam rencana pembangunan jangka menengah
dimana pemerintah pusat selalu memberikan target rata-rata belanja modal kepada
pemerintah daerah setiap tahunnya. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Nasional 2014-2018. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan
pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan target rata-rata belanja
modal setiap pemda kisaran 26-30% dari total belanja. Namun pada tabel
kontribusi struktur belanja secara keseluruhan di atas menunjukkan selama tahun
2014-2018 belanja tidak langsung memberikan kontribusi yang lebih besar
dibandingkan belanja langsung sehingga kontribusi belanja modal hanya berkisar
15-18% dari total belanja. Selain itu pada tahun 2014-2016, komponen belanja
langsung yang memiliki kontribusi terbesar adalah belanja barang dan jasa yaitu
sebesar 23,49%, 21,17% dan 20,46%, sedangkan pada tahun 2017-2018
kontribusi terbesar adalah belanja pegawai sebesar 23,61 persen dan 24,57 persen.

Sementara untuk belanja modal masih sangat rendah.


http://www.bps.go.id/

Realisasi belanja modal yang rendah akan menyebabkan sarana dan
prasarana infrastruktur yang tidak memadai karena tidak adanya proyek
infrastruktur yang baru. Hal tersebut membuat para investor swasta nasional
maunpun investor asing tidak dapat berinvestasi sehingga perekonomian tidak
akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi pun akan terhambat dan pada

akhirnya daerah akan tetap bergantung terhadap APBN dan APBD dalam

membiayai kebutuhan daerah.

2017

Prov. Kalimantan Utara [ NN :1.9%
Prov. Bengiulu [ 30.2%
Prov. Sulawesi Bara: [ 27.3%
Prov. Sumaters Selatzn [ 27.0%
Prov. Maluku Ussra [ 25.0%
Prov. DKl Jakarts [ 2505
Frov. Papuz [ 23.a3%
Prov. Jambi [ 23.3%
Prov. Rizu [ 23.1%
Prov. Sutawesi Tengzara [ 21.55
Frov. Maluky [ 20.3%
Prov. Dl Yogyakares [N 20.0%
Prov. Nusa Tenggara Barat [ 19.3%
Prov. SulzwesiUssrs [N 18.5%
Ratzrata [ 1&7%
Frov. Kalimartan Barar [ 15.5%
Prov. Kalimantan Selatan [N 18.2%
prov. Lampuny [ 18.1%
Prov. Kepulavan Rizu [ 17.3%
prov. fcen [ 17.2%
Prov. Bangks Belitun; [ 16.8%
Prov. Gorartalo [N 15.E85%
Frov. Sumatera Bara: [ 15.3%
Prov. Kalimantan Tengzh [ 14.7%
Prov. Banten [ 12.6%
Prow. Papua Barst [N 14.4%
Prov. Sumatera Uesra [N 13.7%
Frov. SulawesiTengsh [ 13.9%
Prov. Nuss Tergzara Timur [ 12.5%
Prov. SulawesiSetatan [N 11.6%
Prow. Kalimantan Timur [ 11.4%
Prov Bali [ 10.6%
ProwJawa Tmor [ ©.3%
Prov. JawaTergzh [ 7.9%
Prov. JawaBarat [ 7%

2018

Prov. Kalimantan Uars  [EEEEEEEEN] 1%
Prov. Sutawesi Utsrs [ 27.4%
Frov. Lampung [ 27.0%
Prov. DKl Jskarss [ 23 95
Prov. Kalimantan Tengah [ 22.3%
Prov. Benghulu [ 22.55
Frow. Jambi [ 22.0%
Frow. Aceh [ 21.9%
Prov. Maluke [ 21.6%
Prov. Sulawesi Tenzzars [ 21.5%
Prov. Dl Yogyakarts [ 21.4%
Prov. Papuz Barzt [ 211%
Prov. SulawesiBarst [ 20.5%
Prav. Kepulausn Rize [ 20.3%
Prov. Bant=r [ 19.3%
Frov. Goronzlo [ 18.3%
kaz-ras [ 15.1%
Prov. Kalimantan Timur [N 17:8%
prov.Rizu [ 17.3%
Prov.Papuz [ 173%
Prov. Kalimantan Selatan [ 16.9%
Prov. Sumaters Barst [ 16.8%
Prov. Nuza Tenggars... [ 15.2%
Prov. Sumatera Selatan [ 13.5%
Prov. Kafimantan Barzt [N 14.5%
Prov. Sulawesi Tengzh [ 12.4%
Prov. Bangka Beltung [ 14.2%
Prov. Maluke tars [ 13.8%
Prov. Sumaters Utars [ 13.7%
Prov. Sulawesi Selatzr [N 11.3%
Prov. Nuza Tangzars.. [ 11.2%
Prov. Jaws Barst [ 10.7%
Prov. B2 [ 10.2%
Prov. Jawa Timur [ 9.3%
Prov. JawaTengah Il 7.5%

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (diolah)

Gambar 1.1
Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi di Indonesia

Dari Gambar 1.1 Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi di
Indonesia di atas menunjukkan pada tahun 2017, terdapat 14 provinsi yang
memiliki rasio diatas nilai rata-rata dan 20 provinsi dibawah nilai rata-rata.

Sedangkan pada tahun 2018, terdapat 16 provinsi yang memiliki rasio diatas nilai



rata-rata dan 18 provinsi dibawah nilai rata-rata. Baik pada tahun 2017 ataupun
2018, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan rasio belanja modal
terbesar. Sementara itu untuk rasio belanja modal terendah, pada tahun 2017
adalah Provinsi Jawa Barat, dan pada tahun 2018 adalah Provinsi Jawa Tengah.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan pemerintah pusat, besaran belanja
modal yang berkisaran 26-30% dari total belanja daerah maka masih banyak
provinsi yang tidak mencapai target pada tahun 2017 dan 2018. Provinsi yang
mecapai target pada tahun 2017 diantaranya Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi
Bengkulu, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Maluku untuk tahun 2017, sedangkan tahun 2018 diantaranya Provinsi Kalimatan
Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Lampung.

Pengalokasian belanja berupa belanja modal juga akan meningkatkan
pembangunan dalam sektor pelayanan publik, dimana masyarakat akan lebih aktif
dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
memadai serta infrastruktur yang baik, selain itu investor juga akan tertarik untuk
membuka usaha di daerah tersebut. Menurut Setiadarma, 2011 (dalam Ufi, 2018)
Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di
daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber
yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Di Indonesia PAD
berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
dan pendapatan lain-lain yang menjadi sumber PAD.

Suatu daerah memiliki potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah
yang berbeda-beda oleh sebab itu terdapat ketimpangan fiskal, untuk mengatasi
masalah tersebut pemerintah memberikan dana perimbangan. Menurut UU No. 33
Tahun 2004 Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN
yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK). Dana ini dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk

dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.



Dimana jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam
APBN.

Sumber pendanaan lainnya untuk belanja modal dalam penyediaan
berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011, SiLPA
merupakan sisa Dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta
pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Semakin besar sisa lebih
pembiayaan anggaran maka semakin besar pula belanja modal pada pemerintah
daerah.

Laila Murhani Kasdy, dkk (2018) dalam penelitiannya tentang Pengaruh
PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya
Pada Realisasi Belanja Modal. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa PAD,
Dana Perimbangan, SiLPA, dan Anggaran Belanja Modal berpengaruh terhadap
Realisasi Belanja Modal.

Sarif (2017) dalam penelitiannya tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD,
dan DBH terhadap Belanja Modal. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa
variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Sedangkan dalam penelitian Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017) menyatakan
bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dalam meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui
variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul
penelitian  “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA
MODAL PEMERINTAH PROVINSI SE-INDONESIA”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja
Modal secara parsial ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja

Modal secara simultan ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki batasan
masalah agar masalah yang diteliti terfokus dalam pembahasan. Peneliti hanya
membatasi pada faktor- faktor yang mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah
Provinsi Se-Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Se-

Indonesia untuk tahun anggaran 2014-2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.4.1  Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang telah
disebutkan di atas, maka adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yang dapat
penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) terhadap Belanja Modal secara parsial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) terhadap Belanja Modal secara simultan.



1.4.2  Manfaat Penulisan
Berdasarkan tujuan penulisan, maka penulis dapat memberikan manfaat
penelitian sebagai berikut :
1. Secara Teoritis

a) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk pengkajian
yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap
Belanja Modal.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembang teori, terutama mahasiswa dan mahasiswi jurusan
akuntansi sektor publik.

2. Secara Praktis
Sumbang saran bagi Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal terutama Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA).



